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FASILITASI SENGKETA INFORMASI

Judul SOP PUBLIK

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14
Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah

N

5. Perda Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.

6. Perbup Kabupaten Kendal Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan,
Penelitian, Dan Pengembangan Kabupaten Kendal.

1. Memiliki kemampuan dalam membentuk Tim Fasilitasi Seng
2. Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa infoq
3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

1. Komputer/PC/Laptop
2. Printer
3. Lemba Kerja

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak
dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses
penyelesaian sengketa.

1. Disiapkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy, dapat
diakses jika suatu saat dibutuhkan kembali




Pelaksana

No. Aktivitas Pemohon PPID Utama / Atasan PPID Komisi Persyaratan Waktu Output Ket
informasi Pembantu Informasi (KI)

1. |Setiap Pemohon Informasi Kelengkapan 1 jam Berkas
dapat mengajukan administrasi permohonan
sengketa Informasi Publik permohonan sengketa
secara tertulis kepada sengketa Informasi
Komisi Informasi Provinsi — informasi publik Publik kepada
Jawa Tengah apabila ditetapkan Komisi Komisi
jawaban permohonan Informasi Provinsi Informasi
keberatan atas Informasi sesuai peraturan Provinsi
Publik yang diinginkan perundang-

undangan yang
berlaku

2. [Komisi Informasi Provinsi, Surat resmi KI 1 hari Surat resmi KI
akan memberitahu secara v Provinsi Jateng Provinsi Jateng
tertulis kepada atasan tentang adanya tentang
PPID utama tentang sengketa IP adanya
adanya sengketa sengketa IP
Informasi Publik

3. |Atasn PPID Surat resmi KI 1 hari Tanggapan

memerintahkan PPID
utama untuk membentuk
Tim Fasilitasi Sengketa
Informasi menetapkan
Tim fasilitasi sengketa
Informasi untuk
mengupayakan
penyelesaian sengketa
informasi, yang dibentuk
oleh PPID utama

Provinsi Jateng
tentang adanya
sengketa IP

tertulis dari
atasan PPID
perihal
Informasi yang
disengketakan




Pelaksana

No Aktivitas Pemohon PPID Utama / Atasan PPID Komisi Persyaratan Waktu Output Ket
informasi Pembantu Informasi (KI)

4. |PPID utama membentuk Surat resmi KI 2 hari SK PPID utama
Tim fasilitasi sengketa Provinsi Jateng tentang
informasi di ketuai oleh tentang adanya pembentukan
PPID utama dan sengketa IP Tim Fasilitasi
beranggotakan PPID Sengketa
pembantu terkait, pejabat Informasi
yang menangani bidang Publik
hukum, pejabat
fungsional, serta JFU
yang sesuai dengan
kebutuhan

5. |Upaya penyelesaian 1. FC KTP semua 1 minggu Resume upaya
fasilitasi sengketa anggota Tim penyelesaian
informasi publik oleh Tim Fasilitasi sengketa Sengketa
Fasilitasi Informasi Publik IP. Informasi
di Komisi Informasi A 2. Surat Kuasa Publik
Provinsi Tim Fasilitasi

Sengketa IP dari
atasan PPID.

3. Bahan/
dokumen yang
berhubungan
dengan sengketa
IP.

6. |Tim Fasilitasi Sengketa Resume upaya 1 hari Dokumren
Informasi Publik bersama penyelesaian resume upaya
PPID utama melaporkan v sengketa penyelesaian
proses penanganan Informasi Publik Sengketa
Sengketa Informasi Publik Informasi
kepada Atasan PPID Publik
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